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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAIJl DAN
TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Piga™ merintah
dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Perpres Rl No. 98 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No. 218); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019
(BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi
pusat dan dibebankan pada APBN, namun tidak mengatur mengenai tata cara pembayaran Gaji
dan tunjangan PPPK yang ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Diatur pula ketentuan mengenai pengelola administrasi pembayaran gaji tunjangan PPPK,
pengelolaan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, jenis dan komponen gaji dan
tunjangan PPPK, penyelesaian tagihan gaji dan tunjangan PPPK, surat keterangan penghentian
pembayaran, dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan
PPPK.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2020.



